
 
 
 
 

 
 

BUPATI NIAS UTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI NIAS UTARA 

NOMOR 33 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN  
NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NIAS UTARA, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
mengamanatkan bahwa Analisis Standar Belanja ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang 
Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Utara 
Tahun Anggaran 2023. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929); 



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor  4,  
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor  73,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahunn 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 
 



16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga 
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan 
Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1433); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Nias Utara; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022; 

23. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 22 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias 
Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

24. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Nias Utara. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG ANALISIS STANDAR 

BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 
ANGGARAN 2023. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara. 
2. Bupati adalah Bupati Nias Utara. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 



4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 
adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Nias Utara. 

5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat 
Kepala OPD adalah Kepala Organiasai Perangkat Daerah 
Kabupaten Nias Utara. 

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah 
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, 
yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen yang 
memuat rencana pendapatan dan belanja OPD atau dokumen 
yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias 
Utara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah 
standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban 
kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD 
dalam satu tahun anggaran. 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN  

 
Pasal 2 

 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ASB Pemerintah 

Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2023. 
(2) ASB digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran 

dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. 
(3) ASB Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2023 

sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan 
biaya serta penyetaraan jenis aktivitas/pekerjaan dalam suatu 
kegiatan pada masing-masing OPD. 

 
Pasal 3 

 
Penerapan ASB bertujuan untuk : 
a. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan 

aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan dalam rangka 
pengendalian anggaran; 

b. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar 
perangkat daerah, antar program, kegiatan, sub kegiatan dan 
aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama; 
dan 

c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan 
aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan dan pengendalian 
anggaran. 

 



BAB III 
ANALISIS STANDAR BELANJA 

 
Pasal 4 

 
ASB Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2023 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Nias Utara. 

 
Ditetapkan di Lotu 
pada tanggal 15 Juli 2022 

 
 BUPATI NIAS UTARA, 
 
           ttd. 
 
 

 AMIZARO WARUWU 
 
Diundangkan di Lotu 
pada tanggal 15 Juli 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, 
 
          ttd. 
 
 
BAZATULO ZEBUA  
 
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 185. 
 

 


